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ABSTRAK 

Marie Muhammad (21080025). Optimalisasi Transparansi dan Akuntabilitas 

Dana Desa Melalui Pendekatan Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Desa Huta 

Bargot Setia Mandailing Natal. Penelitian ini akan bertujuan untuk menganalisis 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Hutabargot Setia, 

Mandailing Natal, dan mengeksplorasi penerapan prinsip ekonomi syariah sebagai 

upaya optimalisasi pengelolaan dana desa. Metode dan pendekatan penelitiannya 

bersifat kualitatif fenomenologis, serta data-datanya diperoleh melalui wawancara 

mendalam, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara tematik. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara normatif, pemerintah desa di Desa 

Hutabargot Setia, telah melaksanakan mekanisme transparansi dan akuntabilitas 

sesuai regulasi: Pertama, publikasi APBDes melalui baliho. Kedua, musyawarah 

desa. Ketiga, pelaporan kepada BPD dan juga pihak kecamatan. Namun demikian, 

bentuk transparansi dan akuntabilitas ini masih terbatas pada aspek administratif 

sehingga kurang menyentuh dimensi pemahaman warga masyarakat secara luas. 

Selanjutnya, Integrasi prinsip ekonomi syariah, seperti amanah, shiddiq, tabligh, 

syura, al-‘adl, dan mas’uliyyah, dapat mengoptimalkan transparansi/akuntabilitas 

yang sebelumnya bersifat administratif menjadi lebih substantif. Transparansi ini 

dapat dioptimalkan melalui penyajian informasi dengan bahasa yang sederhana, 

infografis, dan juga pemanfaatan media digital. Sedangkan akuntabilitas ini dapat 

dioptimalkan melalui konsep “akuntabilitas moral etis syariah” yang menekankan 

pertanggungjawaban tidak hanya kepada negara, tetapi juga kepada masyarakat dan 

Allah Swt. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan ekonomi syariah dapat 

mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa dan juga memperkuat kepercayaan 

publik. Model integratif ini dapat menjadi alternatif kerangka pengelolaan Dana 

Desa yang lebih berkeadilan, partisipatif, dan berlandaskan nilai etika keagamaan. 

Kata Kunci: Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Ekonomi Syariah 
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ABSTRACT 

Mar’ie Muhammad (21080025). Optimizing Village Fund Transparency and 

Accountability through an Islamic Economic Approach: A Case Study of 

Hutabargot Setia Village, Mandailing Natal. This study aims to analyze the 

transparency and accountability of Village Fund management in Hutabargot Setia 

Village, Mandailing Natal, and to explore the application of Islamic economic 

principles as an effort to optimize the management of village funds. The research 

employs a qualitative phenomenological approach, with data collected through in-

depth interviews, observations, and documentation, which were then analyzed 

thematically. The findings reveal that, normatively, the village government of Huta 

Bargot Setia has implemented transparency and accountability mechanisms in 

accordance with existing regulations. These include: (1) the public disclosure of the 

Village Budget (APBDes) through billboards, (2) village deliberation meet-ings 

(musyawarah desa), and (3) reporting to the Village Consultative Body (BPD) and 

the sub-district authorities. However, such forms of transparency and accountability 

remain largely administrative, and thus fail to fully reach the broader dimension of 

community understanding. Furthermore, the integration of Islamic economic 

principles such as amanah, shiddiq, tabligh, syura, al-‘adl, and mas’uliyyah, can 

optimize transparency and accountability by transforming them from administrative 

to more substantive dimensions. Transparency can be enhan-ced through the use of 

simplified language, infographics, and digital media in presenting information. 

Meanwhile, accountability can be strengthened through the concept of “ethical-

moral Islamic accountability,” which emphasizes responsi-bility not only to the 

state but also to society and ultimately to Allah Swt. This study concludes that the 

Islamic economic approach can optimize Village Fund management while 

reinforcing public trust. The integrative model proposed in this research offers an 

alternative framework for Village Fund governance that is more equitable, 

participatory, and grounded in ethical and religious values. 

Keywords: Village Funds, Transparency, Accountability, Islamic Economics 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan desa merupakan salah satu fokus utamanya di dalam agenda 

pembangunan nasional Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan otonomi dan juga 

kewenangan besar kepada desa dalam mengelola potensi dan sumber dayanya 

secara mandiri. Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) dialokasikan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat 

pembangunan di tingkat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan serta 

mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Di sisi lain, dana desa juga menjadi 

ujian bagi kemampuan pemerintah desa di dalam mengelola sumber daya secara 

efektif, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya ini benar-benar dirasakan oleh 

seluruh warga desa (Fadilah, 2019). 

Tetapi kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan adanya berbagai 

hambatan dan juga persoalan dalam pengelolaan dana desa, termasuk di Desa 

Hutabargot Setia, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, yang 

menjadi fokus kajian ini. Desa Hutabargot Setia merupakan salah satu desa di 

wilayah Mandailing Natal, memiliki karakteristik sosial budaya yang kuat dan 

dominasi oleh mayoritas penduduk Muslim, sehingga pengelolaan dana desa tidak 

hanya menjadi persoalan teknis administrasi, tetapi juga menyangkut aspek moral 

dan etika yang berakar pada nilai-nilai lokal dan nilai agama. Fakta-fakta tersebut 

menunjukkan adanya jarak struktural dan kultural antara pemerintah desa dan juga 

masyarakat yang semestinya menjadi subjek dalam proses pembangunan. 

Transparansi yang idealnya akan menjadi fondasi di dalam perencanaan, 

pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran, dalam praktiknya terkesan hanya menjadi 

formalitas administratif yang tidak bermakna secara substantif. Akuntabilitas pun 

menjadi tumpul, karena laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun oleh 

aparat desa tidak pernah diuji melalui forum publik ataupun tidak disosialisasikan 

secara luas kepada masyarakat desa (Kholid, 2019). 
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Dana desa yang sejatinya ini dimaksudkan untuk memperkuat kemandirian 

dan kesejahteraan masyarakat, justru berisiko menjadi alat akumulasi kekuasaan 

dan memperdalam ketimpangan sosial apabila tidak dikelola secara jujur, terbuka, 

dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlunya pendekatan yang lebih holistik 

dan kontekstual dalam menganalisis persoalan ini, termasuk dengan memasukkan 

perspektif etika dan juga moral ke dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. 

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di Desa Hutabargot Setia menguatkan 

gambaran tersebut dengan ciri khas lokal yang menuntut perhatian khusus. Dalam 

konteks sosial budaya masyarakat Mandailing Natal yang sarat dengan tradisi 

kekerabatan dan juga norma religius Islam, pengelolaan keuangan desa yang tidak 

transparan akan merusak fondasi kepercayaan sosial yang menjadi modal utama 

bagi keberlangsungan pembangunan dan kohesi komunitas (D. M. Sari, 2021). 

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan 

antara idealitas tersebut dengan praktik yang berjalan. Penelitian terdahulu di 

wilayah Sumatera Utara juga mengindikasikan bahwa ketimpangan informasi dan 

lemahnya akuntabilitas finansial berpotensi menciptakan disfungsi sosial seperti 

meningkatnya konflik antar kelompok masyarakat, menurunnya partisipasi warga 

di dalam musyawarah desa, dan melemahnya peranan lembaga pengawas seperti 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Fenomena ini tidak terlepas dari budaya 

birokrasi yang masih didominasi pola-pola paternalistik, di mana kepala desa dan 

aparatnya memiliki kuasa yang sangat sentralistik dan cenderung mengedepankan 

kepentingan kelompoknya sendiri. Dalam hal ini, transparansi bukan hanya soal 

menyajikan laporan keuangan secara terbuka, tetapi juga ini soal pemberdayaan 

masyarakat agar memiliki kapasitas dan akses untuk melakukan kontrol sosial 

secara efektif (Huda, N., 2021). 

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat ataupun 

perangkat desa menunjukkan bahwa lebih dari 70% warga mengaku belum pernah 

mendapatkan informasi rinci terkait penggunaan dana desa di dalam lima tahun 

terakhir. Kesenjangan ini menjadi potensi bahaya bagi keberlanjutan program 

pembangunan yang bergantung pada partisipasi dan dukungan masyarakat. Selain 

itu, minimnya pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan tata kelola 
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berbasis amanah juga berkontribusi pada kurang optimalnya pengelolaan dana desa. 

Kondisi ini menuntut adanya upaya strategis tidak hanya dari segi teknis 

pengelolaan keuangan, tetapi juga dari aspek pendidikan nilai dan juga budaya 

organisasi yang mampu menanamkan kesadaran spiritual dan etika yang tinggi. 

Oleh sebab itu, kajian yang mengintegrasikan perspektif ekonomi syariah dengan 

pengelolaan keuangan desa menjadi relevan dan mendesak (Luthfi, n.d.). 

Dengan mengadopsi prinsip dan nilai syariah seperti kejujuran (shiddiq), 

keadilan (‘adl), dan juga tanggung jawab (amanah), pengelolaan dana desa di 

Hutabargot Setia dapat direvitalisasi sehingga tidak hanya memenuhi aspek legal 

formal, tetapi juga membangun trust (kepercayaan) dan sosial capital (modal sosial) 

yang kuat. Model tata kelola yang berlandaskan prinsip syariah ini dapat menjadi 

solusi untuk membangun mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang holistik, 

yang mengikat aparat desa secara moral dan juga spiritual agar senantiasa menjaga 

amanah dalam setiap tahap pengelolaan dana desa. Implementasi nilai-nilai ini 

diharapkan dapat menciptakan iklim pemerintahan desa yang sehat, partisipatif, dan 

berkelanjutan, sehingga tujuan pembangunan berkeadilan yang berorientasi pada 

kemaslahatan umat dapat tercapai (Rosyan, 2018). 

Selain persoalan nilai dan etika, tantangan dalam pengelolaan dana desa di 

Desa Hutabargot Setia juga sangat dipengaruhi oleh kondisi kapasitas sumber daya 

manusia (SDM) yang ada. Banyak perangkat desa yang masih terbatas dalam 

pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang transparan dan juga akuntabel, 

termasuk penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang relevan dengan konteks 

lokal. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan 

bahwa lebih dari 60% aparatur desa di Hutabargot Setia belum mendapatkan 

pelatihan memadai terkait manajemen keuangan desa dan mekanisme pelaporan 

berbasis teknologi informasi. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pengelolaan 

administrasi dan juga dokumentasi yang berpotensi menyebabkan kesalahan atau 

bahkan penyalahgunaan dana desa. Keterbatasan SDM ini diperparah dengan 

minimnya akses terhadap pendampingan teknis dari lembaga swadaya masyarakat 

yang mengkhususkan diri pada pengelolaan dana desa, khususnya pengelolaan dana 

desa yang berbasis syariah. 
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Desa Hutabargot Setia juga tidak terlepas dari tekanan politik yang berasal 

dari para elite lokal yang terkadang memanfaatkan posisi dan juga pengaruhnya 

untuk mengintervensi proses penganggaran ataupun pelaksanaan kegiatan. Data 

dari hasil pemantauan oleh lembaga swadaya masyarakat setempat menunjukkan 

bahwa hampir 30% program pembangunan yang dibiayai oleh dana desa pernah 

mengalami perubahan alokasi tanpa melibatkan musyawarah desa seluruh elemen 

masyarakat. Praktik-praktik seperti ini tidak hanya mengurangi rasa keadilan dan 

kepercayaan warga, tapi juga menghambat pengembangan program sesuai dengan 

kebutuhan riil di masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas SDM, baik dari 

sisi teknis maupun juga integritas moral, akan menjadi kunci utama untuk 

memperbaiki tata kelola dana desa di Hutabargot Setia (Katayu, 2024). 

Untuk bisa menjawab berbagai persoalan tersebut, pengintegrasian prinsip-

prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan dana desa menjadi pilihan strategis 

yang tidak hanya menawarkan solusi teknis, tetapi juga menjawab kebutuhan etis 

dan kultural masyarakat. Ekonomi syariah, yang menekankan keadilan, kejujuran, 

dan tanggung jawab sosial, memiliki nilai-nilai yang sangat sejalan dengan tradisi 

dan norma agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Hutabargot Setia. 

Dalam konteks ini, penerapan mekanisme pengelolaan dana desa yang berprinsip 

syariah akan dapat memperkuat tata kelola melalui penguatan aspek amanah, 

musyawarah, dan transparansi yang bersifat wajib dan menjadi tanggung jawab 

moral semua pihak. Konsep pengelolaan dana desa yang berlandaskan ekonomi 

syariah tidak hanya akan memperkuat kontrol sosial dari masyarakat, tetapi juga 

menjadikan aparat desa sebagai pelayan yang benar-benar mengemban amanah 

untuk kesejahteraan bersama (Anggun Puji Nur Fadila & Dyah Pravitasari, 2025). 

penerapan ekonomi syariah juga membuka ruang bagi inovasi mekanisme 

pengawasan yang lebih efektif dan partisipatif. Misalnya, penggunaan prinsip 

wakalah (kepercayaan) di dalam delegasi pengelolaan keuangan kepada lembaga 

atau individu yang kompeten dan terpercaya, serta prinsip hisbah (pengawasan) 

yang akan mendorong masyarakat untuk aktif di dalam mengawasi pelaksanaan 

program pembangunan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian dari desa-desa yang 

telah menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan dana menunjukkan 
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peningkatan signifikan dalam hal partisipasi masyarakat dan penurunan kasus 

penyalahgunaan dana. Misalnya, Studi di beberapa desa di Jawa Barat, mencatat 

bahwa desa yang telah mengadopsi sistem pengelolaan syariah ini mengalami 

pengurangan sejumlah 40% dalam laporan penyimpangan dana desa dibandingkan 

dengan desa yang tetap menggunakan sistem konvensional. Dengan demikian, 

pendekatan ekonomi syariah bukan hanya sebuah pilihan normatif, tapi juga solusi 

praktis yang mampu mengatasi persoalan dana desa (Luthfi, n.d.). 

Melalui penguatan nilai-nilai moral dan juga transparansi yang ditanamkan 

secara sistematis, Desa Hutabargot Setia dapat mewujudkan tata kelola dana desa 

yang berkelanjutan, demokratis, dan berkeadilan sosial. Penelitian ini hadir untuk 

dapat mengisi kekosongan kajian yang secara mendalam mengaitkan antara aspek 

transparansi dan akuntabilitas dengan prinsip nilai-nilai ekonomi syariah, suatu 

pendekatan yang masih relatif jarang diangkat dalam konteks pengelolaan dana 

desa di Indonesia, dan khususnya di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara. 

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat dinamika sosial dan ekonomi yang 

terus berubah, di mana tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, 

jujur, dan bertanggung jawab semakin meningkat. Kesadaran masyarakat terhadap 

haknya untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang pengelolaan 

dana publik, termasuk dana desa, menuntut adanya paradigma baru dalam tata 

kelola yang mengedepankan keterbukaan dan partisipasi aktif warga. 

Permasalahan utama transparansi dan akuntabilitas Dana Desa di Desa 

Hutabargot Setia Mandailing Natal, terlihat dari berbagai hal praktik yang kurang 

mencerminkan keterbukaan pengelolaan anggaran. Publikasi laporan Dana Desa 

umumnya hanya ditampilkan sebentar melalui spanduk yang dipasang beberapa 

hari, sehingga informasi yang seharusnya akan dapat diakses oleh publik secara 

berkelanjutan justru bersifat sementara dan mudah hilang. Selain itu, laporan 

lengkap mengenai penggunaan dana hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu, 

sehingga menimbulkan kesan eksklusif dan menutup kesempatan masyarakat luas 

untuk mengetahui secara detail terkait realisasi anggaran. Lebih jauh lagi, forum 

pertanggungjawaban publik seperti musyawarah desa jarang dilaksanakan secara 

rutin, bahkan ketika dilakukan cenderung bersifat formalitas tanpa memberi ruang 
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partisipasi yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa belum berjalan optimal, sehingga akan 

dapat menimbulkan kesenjangan informasi dan juga berpotensi melemahkan 

kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa. 

Berdasarkan seluruh uraian data di atas, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan landasan normatif dan juga praktik yang akan dapat mendorong 

optimalisasi pengelolaan dana desa menjadi lebih berintegritas. Maka peneliti pun 

mengambil judul “Optimalisasi Transparansi dan Akuntabilita Dana Desa 

Melalui Pendekatan Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Desa Hutabargot Setia 

Mandailing Natal”. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan seluruh rangkaian data di dalam latar belakang 

masalah dan temuan penelitian terdahulu yang menyebut perlunya referensi dalam 

memperkuat sinergi antara aspek religius, sosial, dan ekonomi dalam membangun 

desa yang mandiri dan berkeadilan. Maka, fokus rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa 

Hutabargot Setia Mandailing Natal? 

2. Bagaimana Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dapat Diterapkan untuk Mengop-

timalkan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Hutabargot Setia 

Mandailing Natal? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak diperoleh melalui kegiatan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam terkait perihal berikut: 

1. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Hutabargot 

Setia Mandailing Natal. 

2. Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah untuk Mengoptimalkan Transpa-

ransi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Hutabargot Setia Mandailing Natal. 
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D. Manfaat Penelitian 

Pengelolaan Dana Desa merupakan instrumen strategis dalam mendorong 

pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat 

lokal. Namun efektivitasnya amat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan dana tersebut. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, 

maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi 

syariah dan tata kelola pemerintahan desa. Temuan penelitian ini dapat menjadi 

dasar pengembangan konsep tata kelola dana desa yang berbasis pada prinsip-

prinsip syariah seperti Amanah, Keadilan, Hisbah, dan Musyawarah. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan dan 

juga rekomendasi bagi: 

a. Pemerintah Desa, di dalam merancang sistem pengelolaan dana desa yang 

lebih transparan dan akuntabel sesuai nilai-nilai Islam. 

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat, untuk meningkatkan 

partisipasi dan pengawasan berbasis prinsip hisbah (pengawasan sosial). 

c. Tokoh agama dan ulama Lokal, untuk berperan aktif dalam menanamkan 

nilai-nilai etika syariah dalam tata kelola publik desa. 

d. Peneliti, penelitian ini bisa menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman 

teoretis dan praktis mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah 

dalam tata kelola keuangan publik di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini 

juga memperkaya pengalaman di lapangan dalam menggali data kualitatif 

secara mendalam, khususnya dalam konteks sosial-religius masyarakat desa. 

Melalui studi kasus di Desa Hutabargot Setia, peneliti dapat mengembang-

kan kemampuan analitis dan kritis terhadap dinamika pengelolaan dana desa 

yang dihadapkan pada tantangan transparansi dan juga akuntabilitas, serta 

memperoleh wawasan baru mengenai peranan nilai-nilai Islam di dalam 

mendorong tata kelola yang berintegritas. 
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E. Penjelasan Istilah 

Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di tingkat desa, 

konsep transparansi dan akuntabilitas menjadi dua pilar penting yang tidak dapat 

diabaikan. Seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap pengelolaan keuangan 

publik yang berkeadilan dan juga berintegritas maka muncul kebutuhan untuk 

mengeksplorasi pendekatan-pendekatan alternatif yang dapat memperkuat nilai-

nilai tersebut, salah satunya adalah melalui pendekatan ekonomi syariah. Untuk 

memberikan pemahaman yang utuh terhadap ruang lingkup kajian, berikut adalah 

penjelasan istilah-istilah kunci yang terkandung dalam judul penelitian ini: 

1. Optimalisasi. Maksudanya adalah Serangkaian upaya sistematis untuk memak-

simalkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa sehingga transparansi 

dan akuntabilitas tidak hanya memenuhi standar administratif (Lubis, 2021). 

2. Transparansi. Transparansi ini adalah merujuk pada keterbukaan dalam proses 

perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan penggunaan dana desa. Ini mencakup 

penyampaian informasi secara jelas, akurat, dan dapat diakses oleh masyarakat. 

Dalam konteks riset ini, transparansi bertujuan untuk dapat memastikan bahwa 

masyarakat mengetahui bagaimana dana ini digunakan dan untuk apa, sehingga 

mencegah terjadinya penyalahgunaan (Fadilah, 2019). 

3. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana 

desa kepada masyarakat dan juga pihak-pihak yang berwenang. Ini melibatkan 

pelaporan hasil penggunaan dana secara jujur dan tepat waktu, serta adanya 

mekanisme evaluasi dan pengawasan (Kholid, 2019). 

4. Dana Desa. Dana desa ini adalah alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang 

diberikan kepada desa untuk dapat mendanai penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa (D. M. Sari, 2021). 

5. Pendekatan Ekonomi Syariah. Pendekatan ekonomi syariah ini mengacu pada 

prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. 

Prinsip-prinsip tersebut antara lain keadilan, amanah, musyawarah, larangan riba 

dan gharar (ketidakjelasan), serta penggunaan dana untuk kemaslahatan umat. 

Dalam konteks pengelolaan dana desa, pendekatan ini akan menekankan 

pengelolaan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial. 
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6. Studi Kasus. Studi kasus adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk 

mengeksplorasi dan memahami fenomena tertentu secara mendalam dalam 

konteks nyata. Dalam judul ini, studi kasus akan dilakukan di Desa Hutabargot 

Setia, sebagai lokasi spesifik untuk menganalisis penerapan transparansi dan 

akuntabilitas dana desa melalui pendekatan ekonomi syariah (Silalahi, 2012). 

7. Desa Hutabargot Setia, Mandailing Natal. Desa Hutabargot Setia adalah desa 

yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Wilayah ini 

dipilih sebagai objek studi karena memiliki karakteristik sosial, budaya, dan 

keagamaan yang kuat, sehingga relevan dalam mengkaji implementasi prinsip-

prinsip ekonomi syariah dalam tata kelola pemerintahan desa. 

F. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan disusun secara sistematis untuk memastikan alur penelitian 

tersaji dengan runtut dan juga mudah dipahami. Oleh karena itu, maka sistematika 

pembahasan di dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Pertama, BAB I berisi Pendahuluan yang akan terdiri dari; Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelesan 

Istilah, dan juga Sistematika Pembahasan. 

Kedua. BAB II berisi tentang Kajian Teori yang terdiri; (1) Transparansi 

dalam Pengelolaan Keuangan Publik; (2) Akuntabilitas Publik dan Relevansinya 

dengan Pengelolaan Dana Desa; (3) Ekonomi Syariah Sebagai Pendekatan dalam 

Pengelolaan Dana Desa; (4) Konsep Good Governance dalam Konsep Islam; (5) 

Integrasi Transparansi dan Akuntabilitas ke dalam Ekonomi Syariah, dan Hasil 

Penelitian yang Relevan. 

Ketiga. BAB III berisi tentang Metode Penelitian yang terdiri dari; Jenis 

Penelitian, Lokasi/Waktu Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Keabsahan 

Data, dan juga Teknik Analisis Data. 

Keempat. BAB IV berisi tentang perihal Hasil Penelitian dan Pembahasan 

yang terdiri dari; Deskripsi Data (temuan umum penelitian dan temuan khusus 

penelitian), dan serta Pembahasan Hasil Penelitian. 

Kelima. BAB V berisi terkait Penutup yang akan terdiri dari; Kesimpulan 

dan Saran terhadap kegiatan penelitian. 




